HUBUNGAN DAU, DAK DAN SISA KURANG BELANJA MODAL TERHADAP TIMBULNYA SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) PADA PEMERINTAH DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI
DAERAH (Studi pada

UNIVERSITAS Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2011-2015)
GADJAH MADA JALU AJI PRAKOSO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Akai, N. Dan Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contribute to Economic
Growth: Evidance from State-level Cross Section Data For the United State.
Journal of Urban Economics, VVol. 40, No: 987-1007.

Arsyad, L. (2010) Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. UPP STIM YKPN.
Yogyakarta

Baay, T. A. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2009.Tesis tidak
diterbitkan, FEB UGM. Yogyakarta.

Baban, S. (2003). Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (pad): kasus kota
banjarmasin, JESP, (34), 18.

Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun
2011-2015.

Badan Pusat Statistik (2013) Republik Indonesia.Pemerintah Kabupaten dan Kota
Dalam Angka Tahun 2011-2015.

Coccorese, P., & Silipo, D. B. (2014). Growth without finance, finance without
growth. Empirical Economics, 49(1), 279-304.

Deddy, K. (2001). Peta kemampuan keuangan provinsi dalam era otonomi
daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah.
Laporan Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 12.

Ghali, K. (2017). Government Spending , Budget Financing , and Economic
Growth : The Tunisian Experience Author ( s ). Journal of Developing Areas,
Vol 36, No. 2

Gujarati, Damodar. N. (2003). Basic Econometrics. Edisi 4. McGraw-Hill. United
State

Hadi, S. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang
(1999 - 2004). JESP, 1(1), 14.

Hakim. (2016). Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan SiLPA (Studi pada
Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). Tesis
tidak diterbitkan, FEB UGM. Yogyakarta.

Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). UPP AMP
YKPN. Yogyakarta.

90



HUBUNGAN DAU, DAK DAN SISA KURANG BELANJA MODAL TERHADAP TIMBULNYA SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) PADA PEMERINTAH DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI
DAERAH (Studi pada

UNIVERSITAS Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2011-2015)
GADJAH MADA JALU AJI PRAKOSO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Halim, Abdul. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat. Jakarta.

Han, L., & Kung, J. K. (2015). Fiscal incentives and policy choices of local
governments : Evidence from China ¥¢. Journal of Development Economics,
116, 89-104.

Hanafi, M. A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Vol.23. No.01.

Hayati, N., & Rahman, A. (2012). The Relationship between Budget Deficit and
Economic Growth from Malaysia * s Perspective: An ARDL Approach.
IPEDR, Vol 38. 54-58.

Herawati, N. R. (2008). Pemekaran Daerah di Indonesia. Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah. Laporan Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 12.

Ilhayul, Ulum, M. (2006). Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi
dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten / Kota di Indonesia.
JAKSP, 7, 11.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2014). Daerah-Daerah Otonomi
Baru di Indonesia. Direktorat Jendral Otonomi Daerah,14.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016). Nota Keuangan Beserta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016. Tersedia di http://www.kemenkeu.go.id/en/

Kuncoro, M. 2014. Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah.
Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Lin, Yifu, J. dan Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in
China. Economi Development and Cultural Change. Vol. 49. No. 1.

Mankiw, N.G. (2006). Makroekonomi, Edisi Keenam. Worth Publishers. New
York.

Nurheni dan Suryani, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Buletin Moneter dan Perbankan. Vol.
18. No. 2.

Nurudeen, A., & Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic

Growth in Nigeria, 1970-2008: Disaggreegated Analysis, Business and
Economics Journal. 2010: 1-10.

91



HUBUNGAN DAU, DAK DAN SISA KURANG BELANJA MODAL TERHADAP TIMBULNYA SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) PADA PEMERINTAH DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI
DAERAH (Studi pada

UNIVERSITAS Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2011-2015)
GADJAH MADA JALU AJI PRAKOSO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Packer, A. H. (2016). The Two-way Relationship between the Budget and
Economic. The American Economic Review, VVol.61. No.2.

Rahman, N. H. A. (2012), The Relationship between Budget Deficit and
Economic Growth from Malaysia's Perpective: An ARDL Approach. IPEDR.
Vol. 38.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Repbulik Indonesia.
Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Presiden Republik Indonesia.
Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Saleh, Samsubar. (2004) Statistik Deskriptif. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. (2010). Economics. 19" Edition.
McGrawl-Hill. Singapore.

Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Andi. Yogyakarta.

Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional.
Jurnal Ekonomi Pembangunan. VVol.12. No.1: 27-36.

Vaona, A. (2008). Regional evidence on financial development, finance term
structure and growth. Empirical Economics, 34(1), 185-201.

Wicaksono, B. (2012). Analisis Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran
2008-2010.Tesis.FEB UGM. Universitas Gadjah Mada.

Widarjono. (2016). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Cetakan Kedua.
UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

92



HUBUNGAN DAU, DAK DAN SISA KURANG BELANJA MODAL TERHADAP TIMBULNYA SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA) PADA PEMERINTAH DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI
DAERAH (Studi pada

UNIVERSITAS Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2011-2015)
GADJAH MADA JALU AJI PRAKOSO, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/




